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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81/PMK.05/2012 
TENTANG 

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari 
kemungkinan terjadinya risiko sosial, dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dialokasikan dana belanja bantuan sosial;  

  b. bahwa agar pengalokasian dan pengelolaan dana 
belanja bantuan sosial dapat dilaksanakan secara 
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan, perlu mengatur ketentuan 
mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga; 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara berwenang 
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
anggaran negara; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
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perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 4400); 

  4.  Keputusan Presiden Nomor 56/P tahun 2010; 

  5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

  6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening 
Milik Kementerian Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BELANJA 
BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN 
NEGARA/LEMBAGA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, 
barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah 
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kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau 
kesejahteraan masyarakat. 

2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana 
alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh 
Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh 
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara dan berfungsi sebagai dasar untuk 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan 
pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang 
memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. 

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBN. 

8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa 
PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran 
dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 

9 suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan 
kepada PP-SPM. 
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10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM 
kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. 

11, Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

12. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat 
dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana 
Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima 
bantuan sosial. 

13. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan 
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh 
pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai  
pengalokasian, pencairan dan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial 
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada penerima bantuan sosial 
termasuk pertanggungjawabannya. 

BAB III 

PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL 
Pasal 3 

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial dialokasikan dalam APBN 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana 
Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

(2) Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya 
operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya 
pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul 
dalam rangka pengadaan barang dan jasa. 

(3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada 
Belanja Barang. 

Pasal 4 
(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh Kementerian 

Negara/Lembaga dengan memperhatikan: 
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a. tujuan penggunaan bantuan sosial; 
b. pemberi bantuan sosial;  
c. penerima bantuan sosial; dan 
d. bentuk bantuan sosial yang disalurkan. 

(2) Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar; 

b. Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan 
menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, 
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan 
hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal; 

c. Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang 
diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami 
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya; 

d. Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya yang layak; 

e. Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, 
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan 

f. Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya 
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat, dan rehabilitasi. 

(3) Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya 
terkait dengan penanganan kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, 
meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan 
masyarakat. 

(4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari perorangan,  keluarga,  kelompok,  dan/atau masyarakat  
yang  mengalami  keadaan  yang  tidak  stabil  sebagai  akibat  dari  
situasi krisis  sosial,  ekonomi,  politik,  bencana, dan fenomena  alam  
agar  dapat memenuhi kebutuhan  hidup  minimum. 
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